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. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KENDAL, 

a. - bahwa dengan adanya kenaikan harga · satuan pada 
bidang bina marga dah cipta karya sesuai Nota Dinas 
Kepala Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang 
Kabupaten Kendal Nomor : 600/648/DPUPR tangga1 
25 Pebruari 2020 Perihal Kegiatan Penyusunan 
Perubahan Penyusunan Dokumen Analisa Harga 
Satuan Pekerjaan Eidang Pekerjaan Umum Kabupaten 
Kendal Tahun Angga·ran 2020, maka Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Analisa Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pckcrjaaa:n Umum 
Kabupaten _ _ Kendal _ Tahun Anggaran 2020 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaaan Umun:i Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2020 dipahdang sudah tidak sesuai dengan 
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubah,rn; 

b. ·bahwa b,erdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaks-ud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 20 19 
tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2020; _ 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan • Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi ·Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Un<;iang-Undang Nomor 9 Tahun :1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI Ba.tang 
dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten 
dalam -Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nc,mor 52 , 
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Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah d iubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentan g Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 17 ten tang ,Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah un 201 7 N omor 11, Tam bah an Lem bar an N egarc1 
Republik Indonesia Nomor 6018); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlak:unya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten d i Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah lstim ewa 
Y ogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ten tang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 11 Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 25, Tambah an Lembaran Negara Republik 
Ind onesia Nomor 3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nom or 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2000 Nomor 64 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 
sebagaimana t elah d iubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20 15 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 29 Tahun 2 000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 24 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5748); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi NasionaJ (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor .1999, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten ta ng 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

13. Permen PUPR No.21 /PRT /M/2017 ten tang Petunjuk 
Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua a tas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diu bah dengan Pera tu ran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcn tukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
07 /PRT/ M/2011 tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa 
Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
20 1 1 Norn or 34 7) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 07 /PRT /M/2011 tentang Standar dan 
Pedoman Pengadaaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa 
Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 34 7); 

17. Peraturan Menteri Pckerjaan Um um Nomor 
28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekcrjaan Umum (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1 I 66) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
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Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mentcri Pekerjaan 
Umum Nomor 07 /PRT/M/2011 tentang Standar dan 
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa 
Konsultansi; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomer 6 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menj adi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahu n 2016 
Nomer 6 Seri E No. 3,Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 157); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 159); 

20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang 
Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Supati Kendal Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 72 Tahun 2019 lentang Analisa Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaaan Umum 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14): 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 72 TAHUN 
2019 TENTANG ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN 
STDANG PEKERJAAAN UMUM KABUPATEN KENDAL 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal 
Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Analisa Harga Satuan 
Pekerjaan Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal 
Tahun Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tcntang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kenda] Nomor 72 
Tahun 2019 ten tang Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2020 (Serita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2 020 Nomor 14) diubah sebagai berikut : 

1. Lampiran IT diubah sehingga menjadi s ebagaimana 
tercantum dalam Lampiran r yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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2. Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal 
d iundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati m1 dengan 
penem patannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kenda.I. 

Ditetapkan d i Kendal 
pada tanggal 28 Februari 2020 

BUPATJ KENDAL, 

cap ttd 

MTRNA ANNTSA 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 28 Februari 2020 .. uai dengan aslinya, 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

cap ttd 

MOH. TOHA 
' . ,. 

BAGIAN HUKUM 
SEI .\UPATEN KENDAL, ---s E. \ 

~ ->.t "-. S.H. M.H. 
' --~0 E 14 ·na Tk I 

"'· · . 0215 199003 1 006 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 20 


